BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,
dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan
nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Guna
melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi Perencanaan
Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang
kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah.

Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Untuk mendapatkan
keselarasan antara RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019. Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang mengacu
kepada Rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, Rencana
Strategis (RENSTRA) (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2019-2023 dan dokumen perencanaan lainnya.

Untuk penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan berkesinambungan proses
penyusunan perencanaan pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian
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pembangunan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan RENJA/RKT Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang merupakan
pelaksanaan tahun ke lima RPIJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan
RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun
2019-2023.

RENJA SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA/RKT Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun
dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam doukumen RENSTRA
Tahun 2019-2023.

RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020 juga merupakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RENSTRA
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RKP Tahun 2019, RKPD Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan dokumen lain yang terkait yang pada akhirnya
menjadi muara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada tahun yang bersangkutan.

B. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sbb :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,
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10.

11.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara
Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD,RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah(RKPD)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis

Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
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12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Maksud dan Tujuan

D.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi

perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2020. Adapun tujuannya adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2020;

2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB dengan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020;

3. Menyiapkan bahan dan pedoman untuk penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020;

4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dengan pola Holistik,
Integratif, Tematik dan Spasial.

Sistematika Penulisan
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator Kinerja, pendanaan indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Renja Perangkat Daerah
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
1. Bab I. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. Bab I1. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
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Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3. Bab Ill. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
Bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja
Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

4. Bab IV. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan
kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

5. Bab V. Penutup
Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB 11

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menetapkan Perjanjian
Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018
antara Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
dengan sararan, indikator dan target sebagai berikut :

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
Strategis
1 | Menurunnya Persentase Tingkat 4,82 % 3,72 %
Angka Pengangguran Terbuka (TPT)
Pengangguran
Persentase pencari kerja 70 % 75 %
terdaftar yang ditempatkan
2 | Meningkatnya | Persentase kasus yang 50 % 100 %
Penyelesaian diselesaikan dengan Perjanjian
Perselisihan Bersama (PB)
Hubungan
Industrial
3 | Meningkatnya | Persentase pekerja/buruh yang 50 % 50 %
Kepesertaan menjadi peserta program
Jamsostek Jamsostek
4 | Meningkatnya | Persentase pemeriksaan 50 % 100 %
Pelayanan perusahaan
Pengawasan
Ketenagakerjaa
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Persentase pengujian peralaatn 45 % 100 %
di perusahaan
5 | Meningkatnya | Persentase transmigran yang 50 % 70 %
Kesejahteraan berhasil meningkatkan taraf
dan ekonomi
Kemandirian
Transmigran
6 | Meningkatnya | Persentase penempatan 75 % 100 %

Realisasi
Pemberangkatan
Transmigran

transmigran di daerah
transmigrasi

Perbandingan antara berbagai indikator sasaran strategis menunjukkan bahwa target

yang ditetapkan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai sumberdaya di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang maksimal.
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Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

No Urusan/Bidang Indikator Target Capaian Kinerja RPIMD Realisasi Target Target Kinerja RKPD Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Capaian Target RPIMD s.d Tahun
Urusan Kinerja Tahun 2013-2018 (Akhir Periode Kinerja Hasil SKPD Tahun 2018 Kegiatan SKPD Tahun 2018 2018
Pemerintahan Program RPJMD) Program dan
Daerah Dan (outcome) / Keluaran
Program/Kegiatan Kegiatan Kegiatan SKPD
(output) s.d Tahun Lalu
(2017)
K Satuan Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Realisasi Tingkat Realisasi Target Realisasi
Capaian Kinerja (%) Tingkat Capaian
Target (%)
K _[ Re K_[ R K [ Rp K_[ Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9=5+7 10 = (9/4)*100
Besaran
tenaga kerja
Program yang
Peningkatan mendapatka
Kualitas dan n pelatihan 85 %
Produktivitas berbasis
Tenaga Kerja kompetensi(
%)
Akreditasi Lembaga
: . Jumlah LPK
Pelatihan Kerja yang 165 Lembaga 386.999.998 39 156.259.800 0 0 0 0 0 0 39 156.259.800 23,64 40,38
(KALPK) o
Terakreditasi
Pemberdayaan Jumlah
Lembaga Pelatihan lembaga 5 Lembaga 220.191.300 1 97.309.700 100 120.000.000 1 39.635.100 25,00 33,03 2 136.944.800 40,00 62,19
yang dibina e
Peningkatan
kapasitas calon Orang 80,00 65,00 102 648.576.000 68,00 65,36
:]eer;aegrzia kerja keluar Jumlah orang 150 992.248.520 50 315.610.900 65 513.000.000 52 332.965.100
Rekruitment dan
seleksi pemagangan |y 1o grang | 400 Orang 234.748.615 200 116.884.194 200 100 | 47731600 | 2000 85,00 300 | 164.615.794 | 7500 | 70.12
luar negeri (Jepang) 137.000.000
Identifikasi Jumlah
Kebutuhan Pelatihan | Dokumen Dokumen 0 0 100 24,95 1 43.454.400 25,00 33,95
hasil 4 128.000.000 50 174.140.000 1 43.454.400
identifikasi
Desiminasi asean
skill competition Jumlah Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
(ASC). Orang 500 242.582.704 200 60.298.500 0 B
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5 3 5 6 7 8 = (7/6)*100 9=5+7 10 = (9/4)*100
Pengadaan peralatan
pendidikan dan Jumlah
keterampilan bagi peralatan 1.180.369.40
pencari kerja pendidikan 140 1.576.271.055 388 1.192.418.229 388 0 100 99,00 800 1.875.005.900 571,42 118,95
(UPTD BLK dan Buah 412 694.636.500
Mataram) keterampilan
Pelatihan kerja Jumlah orang
berbasis kompetensi yang dilatih 189 39
bagi pencari kerja 128 orang 910.000.000 208 756.639.300 256 977.415.750 256 966.833.800 100 98,92 464 1.723.473.100 362,50
(UPTD BLK
Mataram)
Monitoring dan
evaluasi Jumlah
peningkatan kualitas alumni siswa 27,09
dan produktivitas pelatihan 25 Orang 181.000.000 1 19.909.800 1 29.193.200 1 29.126.600 100 99,77 2 49.036.400 8,00 '
tenaga kerja (UPTD kerja yang
BLK Mataram) termonitor

Besaran

pencari
Program Perluasan kerja yang %
dan Pengembangan | terdaftar 90
Kesempatan Kerja yang

ditempatkan

%
Penanganan pekerja 1.035.610.71
migran indonesia Jumlahorang | 12.700 | Orang 2.641.794.497 2.416 R 2475 800,000,000 2.923 540.441.500 | 118,10 | 67,56 5.339 1.576.052.210 42,04 59,66
bermasalah T
Layanan Terpadu 35.31 65,22 51,48 48.817 850.355.562 53,41 55,54
Satu Pintu (LTSP) Jumlah orang 91.400 Orang 1.531.026.519 25.787 592.976.666 5 500.000.000 23.030 257.378.896

izi 1. 2 154.831.500
Pelayanan Perizinan |y 1o orang 560 415.000.001 104 107.149.700 | 125 50.000.000 102 ares1800 | B0 95.:36 06 36,79 3131
Tenaga Kerja Asing Orang
Oran 100 99,97 1.500 2.195.978.244

Efggﬁl’é‘?frya Jumlahorang | 296 g 648.000.000 600 820.836.600 | 900 | 1.375.613.321 900 1'375541'64 506,76 | 338,89
Informasi pasar kerja 19,43 48,51 4774 780.875.800 23,87 101,95
(Job Fair) Jumlah orang 20.000 Orang 765.957.000 3.414 489.844.900 7000 600.000.000 1360 291.030.900
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- * = = *
5 3 4 6 7 8 = (7/6)*100 9="5+7 10 = (9/4)*100

Pemberdayaan Orang
Tenaga Kerja 20,83 14,42 185
Mandiri. Jumlah 440 1588.825.99 160 411107.600 | 120 | 500.000.000 25 72.081.055

orang 8 483.188.655 42,05 30,41
Peluang kerja Orang
melalui AKL, 100 99,48 220
AKAD dan Jumiah 210 390.197.000 160 54.966.600 | 60 173.609.500 60 172.712.600
AKAN. orang

227.679.200 104,76 58,35

Padat Karya Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infrastruktur. Jumlah 296 648.000.000

orang

0,00 0,00

Tenaga Kerja
Mandiri (TKM) Jumlah Orang
Ex bagi Eks TKI oran 180 300.000.000 150 278.160.400 225 350.000.000 20 48.135.985 0,89 13,75 0 326.296.385
IMigran. 9 0,00 108,77
Pelatihan calon - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerja Migran Jumlah
Indonesia calon PMI } R
(BLKLN). yang

dilatih
Program
Perlindungan Besaran
dan %

sengketa
Pengembangan engusah 70
Lembaga pengusa
Ketenagakerjaan a pekerja

%
Pengembangan
Kelembagaan
Peningkatan Jumlah
Efektivitas Kab/Kota
Lembaga Kerja |Terr|nt;ar?§ 50 175.432.800 1 61.264.400 1 150.000.000 1 119.159.800 | ;o0 79.44 2 180.424.200
Sama (LKS) P 44,00 102,85
Tripartit.
Pemberdayaan Jumlah
ketenagakerjaan orang Orang
pada peringatan
hari buruh 600 301.590.000 200 95.225.323 220 150.000.000 200 149.852.200 90,91 99.90 200 245,077 523 66,67 81.26
internasional.
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7 8 = (7/6)*100 9=5+7 10 = (9/4)*100
2 3 4 6
Pengembangan Dokumen
Sistem UMP/UM
Pengupahan K 179.568.200
Daerah. 54 Kab/Kota 335.322.700 10 79.739.400 10 950.000.000 10 99.828.800 100 39.93 20 37,04 53,55
Pembinaan Jumlah
Hubungan Perusahaa
Industrial dan nyang Perusahaa 0 0 0 0 20 65.250.300 13,33 23,47
Jaminan 50§|a| ) dibina 150 n 277.964.400 20 65.250.300 25 150.000.000
Tenaga Kerja di
perusahaan
Pembinaan
lingkungan sosial
dan pengujian
kesehatan kerja Jumlah Orang 173.275.000 0 0 98,10 300
uptd Balai orang 124 300 142.712.500 300 139.988.000 | 100 139.988.000 241,19 80,79
pengawasan pulau
Lombok).
Pembinaan
lingkungan sosial
dan pengujian Jumlah Orang 169.590.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kesehatan kerja ( oran 1300
uptd Balai 9
pengawasan pulau
Sumbawa).
S L
Ketgna akerjaan pemeriksa
Y 1 an 95
' perusahaa
n
Advokasi
peningkatan
pemahaman Jumlah Perusahaa 104.686.800
eraturan perusahaan » n 180.386.066 % 44.965.600 50 150.000.000 % 59.721.200 50 39,81 50 66,67 58,03
perundang-
undangan
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2

8 = (7/6)*100

9 =547

10 = (9/4)*100

Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Norma
Ketenagakerjaan
di Tempat Kerja.

Jumlah
perusahaan

100

Perusahaan

189.925.755

20

84.144.400

100

350.000.000

25

99.906.600

25 28,54

45

184.051.000

45,00
96,91

Pembinaan dan
Pengawasan
pelaksanaan
norma
keselamatan dan
kesehatan kerja
(K3) di
perusahaan.

Jumlah
perusahaan

85

Perusahaan

231.416.066

20

71.280.800

80

277.000.000

20

54.023.700

25 19,50

40

125.304.500

47,06 54,15

Peningkatan
pengawasan dan
pemeriksaan
tempat
penampungan
calon pekerja
migran indonesia
(CPMI).

Jumlah
Orang Trip

20

Orang Trip

267.594.333

95.401.700

67.000.000

66.903.350

100 99,86

162.305.050

30,00
60,65

Temu teknis
konsultasi
penegakan hukum

Jumlah
dokumen

25

Perusahaan

35.000.000

Pemetaan Kasus
Ketenagakerjaan.

Dokumen
hasil
pemetaan
kasus

Dokumen

11.499.111

72.317.200

78.000.000

54.440.300

100 69,80

126.757.500

6667 | 110232

Pendataan obyek
keselamatan dan
kesehatan kerja di
perusahaan
(UPTD
Pengawasan Pulau
Lombok).

Jumlah
perusahaan

110

Perusahaaan

175.000.000

50

58.957.300

50

58.904.000

100 99,91

50

58.904.000

45,45

33,66
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2

8 = (7/6)*100

9=5+7

10 = (9/4)*100

Pengawasan dan
pemeriksaan
norma kerja di
perusahaaan
(UPTD
Pengawasan Pulau
Lombok).

Jumlah
perusahaan

88

Perusahaan

140.000.000

50

52.062.100

50

52.047.500

100 99,80

50

52.047.500

56,82

37,18

Penanganan kasus
ketenagakerjaan
(UPTD
Pengawasan Pulau
Lombok).

Jumlah
Kasus

84

Kasus

139.198.384

Pemeriksaan
CPMI ketempat
penampungan
(UPTD
Pengawasan Pulau
Lombok).

Jumlah
Orang Trip

18

oT

198.000.000

Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
program
pengawasan
ketenagakerjaan
(UPTD
Pengawasan Pulau
Lombok).

Jumlah
Orang Trip

111

oT

127.070.610

65.749.600

64.759.000

100 98,50

64.759.00

0,90

50,96

Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Norma
Ketenagakerjaan
di Tempat Kerja
(UPTD
Pengawasan Pulau
Sumbawa).

Jumlah
Perusahaa
n

100

Perusahaan

135.000.000

120

26.319.000

20

26.319.000

16,66 100

20

26.319.000

20,00

19,50
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2

8 = (7/6)*100

9=5+7

10 = (9/4)*100

Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Norma
Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja(K3)

(UPTD
Pengawasan Pulau
Sumbawa).

Jumlah
Perusahaa
n

100

Perusahaan

126.500.000

120

25.300.000

30

25.300.000

25

100

30

25.300.000

30,00 20,00

Pengawasan dan
pengujian sarana
keselamatan dan
kesehatan kerja
(K3) di
perusahaan pulau
Sumbawa

(UPTD
Pengawasan Pulau
Sumbawa).

Jumlah
Perusahaa
n

100

Perusahaaan

77.721.000

Pengawasan
Pelaksanaan
Norma Kerja di
Perusahaan Pulau
Sumbawa

(UPTD
Pengawasan Pulau
Sumbawa).

Jumlah
Perusahaa
n

100

Perusahaan

75.721.000

Penyidikan
Tindak Pidana
Ketenagakerjaan
(UPTD
Pengawasan Pulau
Sumbawa).

Jumlah
Kasus

Kasu

96.081.500
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Monitoring dan
evaluasi

pelaksanaan Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
program 5 176.991.500
pengawasan Jumlah
ketenagakerjaan Orang Trip
(UPTD
Pengawasan Pulau
Sumbawa)
Program
Penempatan dan Cakupan
Pengembangan penempat % 884.549.446
Wilayah an 80
Transmigrasi. transmigr 158 229.435.380 155 740.000.000 155.236.800 20,97 2,58 162 384.672.180 43,48 33,60
asi
Optimalisasi
Pertanahan
Transmigrasi, 1zin
Prinsip pelepasan
kawasan Jumlah Dokumen
hutan(IPPKH) Dokumen 100 39,10 164.067.700 67,65
dan pengurusan hasil 5 242.493.400 3 105.415.100 150.000.000 58.652.600 120,00
Penertiban SK identifikasi
HPL.
Penyuluhan dan
seleksi calon Jumlah 100 KK 52.556.056 150 53.486.180 150 75.000.000 0 0 0 150 0 150,00 0
Transmigrasi KK
(Catrans)
Naskah Kerjasama
Antar Daerah Jumlah Dokumen
(NKSAD) dan D 17 320.000.000 5 70.534.100 1 100.000.000 96.584.200 100 96,58 6 167.118.300 52,22
> okumen 35,29
pemindahan
Catrans
Jumlah 0 0
II?im?ek Transmigr 180 Orang 77.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ewirausahaan an yang
dibina
Bimtek Jumlah 0 0
pengolahan hasil T;f\”;;‘g’ 120 Orang 129.499.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pertanian dibina
Pengembangan Jumlah 0 0
dan pemberdayaan Transmigr Orang 0 0 0 0 0 0 0
masyarakat 60 62.500.000 1 415.000.000
Transmigran di an yang
dibina

UPT
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

INDI
KATO

TPT

Analisis kinerja pelayanan dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis. Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi NTB secara umum dapat dilihat dari capaian atas Indikator
Kinerja Utama dalam RPJMD 2013-2018 yaitu Menurunnya Angka Pengangguran,
disesuaikan dengan RPJMD Provinsi NTB 2013 — 2018.

Sasaran : Menurunnya Angka Pengangguran, dengan indikator penurunan

persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2013 — 2018, Indikator Kinerja Daerah dari
aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB adalah Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) yang diikhtiarkan semakin menurun.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat
dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan
aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi

penurunan tingkat pengangguran.

Pada tahun 2018, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat
adalah 4,82 persen, dan TPT tersebut berhasil diturunkan menjadi 3,72 persen.

Tabel capaian RPJMD
Disnakertrans Prov. NTB 2019-2023

KONDISI
TAHUN 2019 2020 2021 2022 KINERJA AKHIR
SAT. RA;';/SE 2023
2018 TARGE | REALISA | TARGE | REALISA | TARGE | REALISA | TARGE | REALISA |[TARG REALISAS
T Sl T Sl T s T sl ET I
% 3,72 3,39 3,27 3,26 321 319 3,17

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat tahun 2018 menjadi
3,72 persen setara dengan 83.257 orang, kondisi ini lebih tinggi jika dibandingkan
dengan TPT tahun 2017 yaitu 3,32 persen setara dengan 79.449 orang.

Persentase TPT tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017 berkaitan dengan musibah
gempa bumi yang terjadi di NTB.
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Angka TPT di Nusa Tenggara Barat tahun 2018 tersebut, jauh lebih rendah dari TPT

Nasional yang berkisar pada angka 5,34 persen.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja
telah dilakukan berbagai upaya dari pihak pemerintah, swasta dan berbagai elemen

masyarakat.

Peran pemerintah dan swasta dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi
pengangguran serta meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dilakukan melalui
program dan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilaksanakan
oleh BLK, LLK maupun LPK Swasta.

Tabel 2b. Rencana Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disnakertrans Prov.

NTB
Periode Renstra 2018-2023
No Indikator satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
kinerja Akhir
daerah Periode
RPJMD
2019 | 2020 |2021 |2022 | 2023
A. | Aspek
Kesejahteraan
Masyarakat
1 Tingkat % 3,39 3,26 3,21 3,19 3,17 3,17
Pengangguran
Terbuka

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku organisasi
perangkat daerah yang membantu Gubernur Nusa Tenggara Barat urusan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dirasakan perlu peningkatan
kualitasnya. Hal ini disebabkan karena pelayanan administrasi pemerintahan maupun
pembinaan aparatur sipil negara yang perlu ditingkatkan, penempatan dan perluasan
kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang masih terbatas, kualitas dan produktifitas
tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan masih rendah, hubungan industrial yang kurang
harmonis dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum optimal, pengawasan
pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang kurang memadai,
pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa isu strategis yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023 adalah
sebagai berikut :
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1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembinaan kualitas sumberdaya
manusia.

2. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar Negeri.

3. Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan.

4. Peningkatan keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
6. Peningkatan pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Gambaran keterkaitan antara permasalahan dan isu terkait penyusunan Rencana Dtrategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023
sebagai berikut;

Tabel

KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU

NO. URUSAN MASALAH ISU
1 | Sekretariat pelayanan administrasi Peningkatan
pemerintahan maupun pelayanan
pembinaan aparatur sipil administrasi
negara yang belum optimal | pemerintahan dan
pembinaan kualitas
sumberdaya manusia
2 | Penempatan dan | penempatan dan perluasan Penempatan dan
Perluasan kesempatan kerja di dalam perluasan
Kesempatan dan luar negeri yang masih | kesempatan kerja
Kerja terbatas dalam dan luar
Negeri
3 | Pelatihan dan kualitas dan produktifitas Peningkatan kualitas
Produktivitas tenaga kerja dan lembaga dan produktifitas
Tenaga Kerja. ketenagakerjaan masih tenaga kerja dan
rendah lembaga
ketenagakerjaan
4 | Pembinaan hubungan industrial yang Peningkatan
Hubungan kurang harmonis dan keharmonisan
Industrial dan jaminan sosial hubungan industrial
Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang belum | dan jaminan sosial
Tenaga Kerja optimal ketenagakerjaan
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5 | Pembinaan pengawasan pelaksanaan Peningkatan

Pengawasan norma dan penegakan pengawasan
Ketenagakerjaan | hukum ketenagakerjaan pelaksanaan norma
yang kurang memadai dan penegakan
hukum
ketenagakerjaan

6 | Ketransmigrasian | pembinaan penempatan dan | Peningkatan

pengembangan kawasan pembinaan

transmigrasi yang terbatas penempatan dan
pengembangan
kawasan

transmigrasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal
RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Program/Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan | Penting
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan Kualitas Besaran Tenaga 85% 914.723.234 | Program Peningkatan Besaran Tenaga 85% 914.723.234
dan Produktivitas Tenaga Kerja Kerja Yang Kualitas dan Produktivitas Kerja Yang
Mendapatkan Tenaga Kerja Mendapatkan
Pelatihan Berbasis Pelatihan
Kompetensi Berbasis
Kompetensi
Akreditasi Lembaga Pelatihan Se-NTB Jumlah LPK yang 45 lembaga 175.000.000 | Akreditasi Lembaga Provinsi Jumlah LPK 45 lembaga 175.000.000
Kerja (KA-LPK) terakreditasi (Induk) Pelatihan Kerja (KA-LPK) NTB yang
terakreditasi
(Induk)
Pemberdayaan Lembaga Se-NTB Jumlah lembaga 1 Lembaga 40.000.000 Pemberdayaan Lembaga Se- NTB Jumlah lembaga 1 Lembaga 40.000.000
Pelatihan yang diberdayakan Pelatihan yang
(Induk) diberdayakan
(Induk)
Peningkatan Kapasitas Calon Se-NTB Jumlah Orang 30 orang 139.987.320 | Peningkatan Kapasitas Calon Se- NTB Jumlah Orang 30 orang 139.987.320
Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Induk) Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Induk)
Rekruitmen dan Seleksi Se-NTB Jumlah Orang 100 orang 40.000.000 Rekruitmen dan Seleksi Se-NTB Jumlah Orang 100 orang 40.000.000
Pemagangan Luar Negeri (Induk) Pemagangan Luar Negeri (Induk)
Identifikasi Kebutuhan Se- NTB Jumlah Dokumen 1 Dok 32.000.000 Identifikasi Kebutuhan Se-NTB Jumlah Dokumen 1 Dok 32.000.000
Pelatihan Hasil Identifikasi Pelatihan Hasil Identifikasi
(Induk) (Induk)
Sosialisasi Asean Skill Se-NTB Jumlah Orang 100 orang 30.374.000 Sosialisasi Asean Skill Se-NTB Jumlah Orang 100 orang 30.374.000
Competition (ASC) (Induk) Competition (ASC) (Induk)
Pengadaan Peralatan Se-NTB Jumlah Unit 50 unit 227.361.600 Pengadaan Peralatan Se- NTB Jumlah Unit 50 unit 227.361.600
Pendidikan dan Keterampilan Pendidikan dan Keterampilan
Bagi Pencari Kerja (BLK) Bagi Pencari Kerja (BLK)
Pelatihan Kerja Berbasis Se-NTB Jumlah Orang yang 32o0rang 200.000.000 | Pelatihan Kerja Berbasis Se- NTB Jumlah Orang 32o0rang 200.000.000
Kompetensi Bagi Pencari Kerja dilatih berbasis Kompetensi Bagi Pencari yang dilatih
(BLK) kompetensi Kerja (BLK) berbasis
kompetensi
Monitoring dan Evaluasi Se- NTB Jumlah Oang Trip 50T 30.000.000 Monitoring dan Evaluasi Se- NTB Jumlah Oang Trip 50T 30.000.000
Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja
(BLK) (BLK)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Perlindungan dan Besaran Sengketa 70% 269.077.950 Program Perlindungan Besaran 70% 269.077.950
Pengembangan Lembaga Pengusaha- dan Pengembangan Sengketa
Ketenagakerjaan Pekerja Lembaga Pengusaha-
Ketenagakerjaan Pekerja
Se-NTB Jumlah Lembaga 10 Lembaga 35.000.000 Pengembangan Se-NTB Jumlah Lembaga 10 Lembaga 35.000.000
Pengembangan Kelembagaan Tripartit (Induk) Kelembagaan Tripartit (Induk)
Peningkatan Efektivitas Lembaga Peningkatan Efektivitas
Kerjasama (LKS) Tripartit Lembaga Kerjasama
(LKS) Tripartit
Pemberdayaan Ketenagakerjaan Se-NTB Jumlah Orang 200 orang 55.000.000 Pemberdayaan Se-NTB Jumlah Orang 200 orang 55.000.000
Pada Peringatan Hari Buruh Ketenagakerjaan Pada
Internasional Peringatan Hari Buruh
Internasional
Pengembangan Sistem Se-NTB Jumlah 10 Kab/Kota 65.000.000 Pengembangan Sistem | Se-NTB Jumlah 10 Kab/Kota 65.000.000
Pengupahan Daerah Dokumen Pengupahan Daerah Dokumen
UMP/UMK UMP/UMK
Pembinaan Hubungan Industrial Se-NTB Jumlah 10 Perusahaan 56.999.950 Pembinaan Hubungan Se-NTB Jumlah 10 Perusahaan 56.999.950
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan yang Industrial dan Jaminan Perusahaan yang
Perusahaan . Sosial Tenaga Kerja di .
dibina Perusahaan dibina
Pengembangan Lingkungan Sosial Pulau Lombok Jumlah orang 4 orang 30.000.000 Pengembangan Pulau Lombok | Jumlah orang 4 orang 30.000.000
dan Pengujian Kesehatan Kerja ( Lingkungan Sosial dan
Balai Pengawasan Pulau Lombok) Pengujian Kesehatan
Kerja ( Balai
Pengawasan Pulau
Lombok)
Pengembangan Lingkungan Sosial Pulau Jumlah orang 100 orang 27.078.000 Pengembangan Pulau Jumlah orang 100 orang 27.078.000
dan Pengujian Kesehatan Kerja ( sumbawa Lingkungan Sosial dan sumbawa
Balai Pengawasan Pulau Sumbawa) Pengujian Kesehatan
Kerja ( Balai
Pengawasan Pulau
Sumbawa)
Program Pengawasan Besaran 95% 447.426.735 Program Pengawasan Besaran 95% 447.426.735
Ketenagakerjaan Pemeriksaan Ketenagakerjaan Pemeriksaan
Perusahaan Perusahaan
. ) Se- NTB Jumlah 25 Perusahaan 35.000.000 Advokasi Peningkatan Se-NTB Jumlah 25 Perusahaan 35.000.000
Advokasi Peningkatan Pemahaman
Perusahaan Pemahaman Peraturan Perusahaan

Peraturan Perundang-undangan
Norma K3

Perundang-undangan
Norma K3
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pembinaan dan Pengawasan Se-NTB Jumlah 25 Perusahaan 35.823.735 Pembinaan dan Se-NTB Jumlah 25 Perusahaan 35.823.735
Pelaksanaan Norma Perusahaan Pengawasan Perusahaan
Ketenagakerjaan di Tempat Kerja Pelaksanaan Norma

Ketenagakerjaan di

Tempat Kerja
Pembinaan dan Pengawasan Se-NTB Jumlah 20 Perusahaan 45.000.000 Pembinaan dan Se-NTB Jumlah 20 Perusahaan 45.000.000
Pelaksanaan Norma Keselamatan Perusahaan Pengawasan Perusahaan
dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Norma

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)
Koordinasi Pengawasan dan Se-NTB Jumlah Orang 40T 55.000.000 Koordinasi Se-NTB Jumlah Orang 40T 55.000.000
Pemeriksaan Tempat Trip Pengawasan dan Trip
Penampungan CPMI Pemeriksaan Tempat

Penampungan CPMI
Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan Se-NTB Dokumen Hasil 1 Dok 0 Pemetaan Kasus Se-NTB Dokumen Hasil 1 Dok 0

Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan Pemetaan Kasus

Temu Teknis Konsultasi Penegakan Se- NTB Jumlah 25 0 Temu Teknis Konsultasi Se-NTB Jumlah 25 Perusahaan 0
Hukum Perusahaaan Perusahaan Penegakan Hukum Perusahaaan
Pendataan Obyek Keselamatan dan | Pulau Lombok Jumlah 22 35.000.000 Pendataan Obyek Pulau Lombok | Jumlah 22 Perusahaan 35.000.000
Kesehatan Kerja di Perusahaan Perusahaan Perusahaan Keselamatan dan Perusahaan
( Balai Pengawasan Pulau Lombok) Kesehatan Kerja di

Perusahaan ( Balai

Pengawasan Pulau

Lombok)
Pengawasan dan Pemeriksaan Pulau Lombok Jumlah 22 35.000.000 Pengawasan dan Pulau Lombok | Jumlah 22 Perusahaan 35.000.000
Norma Kerja di Perusahaan ( Balai Perusahaan Perusahaan Pemeriksaan Norma Perusahaan
Pengawasan Pulau Lombok) Kerja di Perusahaan (

Balai Pengawasan Pulau

Lombok)
Penanganan Kasus Ketenagakerjaan | Pulau Lombok | Jumlah Kasus 20 kasus 30.000.000 Penanganan Kasus Pulau Lombok | Jumlah Kasus 20 kasus 30.000.000
( Balai Pengawasan Pulau Lombok) Ketenagakerjaan ( Balai

Pengawasan Pulau

Lombok)
Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Pulau Lombok | Jumlah Orang 30T 15.000.000 Pemeriksaan CTKI Ke Pulau Lombok | Jumlah Orang 30T 15.000.000

Penampungan Perusahaan ( Balai
Pengawasan Pulau Lombok)

Trip

Tempat Penampungan
Perusahaan ( Balai
Pengawasan Pulau
Lombok)

Trip
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoring dan Evaluasi Pulau Lombok | Jumlah Orang 200T 24.000.000 Monitoring dan Evaluasi | Pulau Lombok | Jumlah Orang 200T 24.000.000
Pelaksanaan Program Pengawasan Trip Pelaksanaan Program Trip
Ketenagakerjaan ( Balai Pengawasan
Pengawasan Pulau Lombok) Ketenagakerjaan ( Balai
Pengawasan Pulau
Lombok)
Pembinaan dan Pengawasan Pulau Jumlah 20 27.000.000 Pembinaan dan Pulau Jumlah 20 Perusahaan 27.000.000
Pelaksanaan Norma Sumbawa Perusahaan Perusahaan Pengawasan Sumbawa Perusahaan
Ketenagakerjaan di Tempat Kerja( Pelaksanaan Norma
Balai Pengawasan Pulau Sumbawa) Ketenagakerjaan di
Tempat Kerja( Balai
Pengawasan Pulau
Sumbawa)
Pembinaan dan Pengawasan Pulau Jumlah 20 25.300.000 Pembinaan dan Pulau Jumlah 20 Perusahaan 25.300.000
Pelaksanaan Norma Keselamatan Sumbawa Perusahaan Perusahaan Pengawasan Sumbawa Perusahaan
dan Kesehatan Kerja (K3) ( Balai Pelaksanaan Norma
Pengawasan Pulau Sumbawa) Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) (
Balai Pengawasan Pulau
Sumbawa)
Pengawasan dan pengujian sarana Pulau Jumlah 20 15.544.200 Pengawasan dan Pulau Jumlah 20 Perusahaan 15.544.200
keselamatan dan kesehatan kerja Sumbawa Perusahaan Perusahaan pengujian sarana Sumbawa Perusahaan
(K3) di perusahaan pulau sumbawa keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) di
perusahaan pulau
sumbawa
Pengawasan pelaksanaan norma Pulau Jumlah 20 15.144.200 Pengawasan Pulau Jumlah 20 Perusahaan 15.144.200
kerja di perusahaan pulau Sumbawa Perusahaan Perusahaan pelaksanaan norma Sumbawa Perusahaan
Sumbawa ( Balai Pengawasan Pulau kerja di perusahaan
Sumbawa) pulau Sumbawa ( Balai
Pengawasan Pulau
Sumbawa)
Penyidikan Tindak Pidana Pulau Jumlah Kasus 1 Kasus 19.216.300 Penyidikan Tindak Pulau Jumlah Kasus 1 Kasus 19.216.300
Ketenagakerjaan ( Balai Sumbawa Pidana Ketenagakerjaan | Sumbawa
Pengawasan Pulau Sumbawa) ( Balai Pengawasan
Pulau Sumbawa)
Monitoring dan Evaluasi Pulau Jumlah Orang 10T 35.398.300 Monitoring dan Evaluasi | Pulau Jumlah Orang 10T 35.398.300
Pelaksanaan Program Pengawasan Sumbawa Pelaksanaan Program Sumbawa

Ketenagakerjaan ( Balai
Pengawasan Pulau Sumbawa)

Trip

Pengawasan
Ketenagakerjaan ( Balai
Pengawasan Pulau
Sumbawa)

Trip
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Perluasan dan 90% 1.676.435.600 Program Perluasan dan 90% 1.676.435.600
Pengembangan Kesempatan Kerja Pengembangan
Kesempatan Kerja
- Se NTB Jumlah Orang 2700 orang 542.743.400 Penanganan Pekerja Se NTB Jumlah Orang 2700 orang 542.743.400
Penanganan Pekerja Migran R .
R Migran Indonesia
Indonesia Bermasalah
Bermasalah
Layanan Terpadu Satu Pintu Se NTB Jumlah Orang 2.400 orang 251.307.200 Layanan Terpadu Satu Se NTB Jumlah Orang 2.400 orang 251.307.200
Pintu
Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Se NTB Jumlah Orang 300 orang 50.000.000 Pelayanan Perizinan Se NTB Jumlah Orang 300 orang 50.000.000
Asing Tenaga Kerja Asing
Padat Karya Produktif Se NTB Jumlah Orang T4orang 162.000.000 Padat Karya Produktif Se NTB Jumlah Orang 74orang 162.000.000
: ) . Se NTB Jumlah Orang 4000 orang 153.000.000 Informasi Pasar Kerja Se NTB Jumlah Orang 4000 orang 153.000.000
Informasi Pasar Kerja (Job Fair) (Job Fair)
Pemberdayaan Tenaga Kerja Se NTB Jumlah Orang 200 orang 230.385.000 Pemberdayaan Tenaga Se NTB Jumlah Orang 200 orang 230.385.000
Mandiri Kerja Mandiri
Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Se NTB Jumlah Orang 30 orang 50.000.000 Peluang K-erja Melalui Se NTB Jumlah Orang 30 orang 50.000.000
. Antar Kerja Antar
Antar Daerah dan Antar Kerja :
Antar Negara Daerah dan Antar Kerja
g Antar Negara
Padat Karya Infrastruktur Se NTB Jumlah Orang T4orang 162.000.000 Padat Karya Se NTB Jumlah Orang 74orang 162.000.000
Infrastruktur
. Se NTB Jumlah Orang 45 orang 75.000.000 Pemberdayaan Tenaga Se NTB Jumlah Orang 45 orang 75.000.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Kerja Mandiri (TKM) Ex
Mandiri (TKM) Ex. TKI Purna J :
TKI Purna
belatihan Calon Pekeria Misran Se NTB Jumlah Calc_)n _ 0 0 Pelatihan Calon Pekerja Se NTB Jumlah Calon 0 0
Indonesia (BLKLN) JaMig PMI yang dilatih Migran Indonesia PMI yang
(BLKLN) dilatih
Program Penempatan dan 75% 166.073.677 Program Penempatan 75% 166.073.677

Pengembangan Wilayah
Transmigrasi

dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Optimalisasi Pertanahan UPT Bina Jumlah Dokumen 1Dok 61.073.677 Optimalisasi UPT Bina Jumlah 1Dok 61.073.677
Transmigrasi SK HPL dan Izin Pertanahan Dokumen
Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Transmigrasi SK HPL
(IPPKH) dan Izin Prinsip
Pelepasan Kawasan
Hutan (IPPKH)
Penyuluhan dan Seleksi Calon UPT Bina Jumlah KK 80 KK 0 Penyuluhan dan Seleksi | UPT Bina Jumlah KK 80 KK 0
Transmigrasi (Catrans) Calon Transmigrasi
(Catrans)
UPT Bina Jumlah Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 UPT Bina Jumlah 1 Dokumen 60.000.000
Naskah Kerjasama Antar Daerah Naskah Kerjasama Dokumen
(KSAD) Antar Daerah (KSAD)
UPT Bina Jumlah 60 Orang 22.500.000 UPT Bina Jumlah 60 Orang 22.500.000
Bimtek Kewirausahaan Transmigran Bimtek Kewirausahaan Transmigran
yang di Bimtek yang di Bimtek
UPT Bina Jumlah 30 Orang 22.500.000 UPT Bina Jumlah 30 Orang 22.500.000
Bimtek‘ pengolahan hasil Transmigran Bimtek pengolahan Transmigran
pertanian e hasil pertanian .
yang di Bimtek yang di Bimtek
UPT Bina Jumlah 60 orang 0 UPT Bina Jumlah 60 orang 0

Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Transmigran di UPT Bina

Transmigran
yang
diberdayakan di
UPTD Bina

Pengembangan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Transmigran di UPT
Bina

Transmigran
yang
diberdayakan di
UPTD Bina
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.
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Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Program Indikator Lokasi Target Catatan
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga Kerja Yang BLK Mataram 1 Paket Perlu Tambahan anggaran Khusus Revitalisasi BLK seperti
Produktivitas Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Revitaliasi sarana prasarana pelatihan keterampilan, revitalisasi
Kompetensi I S .
tenaga pelatih (instruktur) revitalisasi kurikulum pelatihan,
program magang di perusahaan, melakukan training need
analysis (TNA) agar jenis kejuruan sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga Kerja Yang BLK Mataram 1 Paket Belum adanya dukungan re engeneering SMK yaitu kegiatan
Produktivitas Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis untuk memberikan uji kompetensibagi siswa SMK yang belum
Kompetensi . . .
lulus uji kompetensi keahlian
Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga Kerja Yang BLK KLU dan 2 Paket Tahun 2020 hasil rakortegbangnas untuk pendanaan
Produktivitas Tenaga Kerja Mendapatkgn Pelatihan Berbasis Dompu pembangunan gedung BLK akan dibantu dari APBN melalui
Kompetensi . e
mekanisme proposal ke ditjen bina latas kemenaker, untuk
peralatan pelatihan dapat didukung melalui APBD
Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga Kerja Yang BLK Mataram 1 Kegiatan Belum adanya dukungan anggaran untuk upgrading bagi
Produktivitas Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis instruktur dan melatih asesor untuk mendukung revitalisasi
Kompetensi
BLK
Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga Kerja Yang BLK Mataram 2 Paket Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja di KEK mandalika
Produktivitas Tenaga Kerja Mendapatkgn Pelatihan Berbasis dalam rangka persiapan Motor GP2021, disnakertrans belum
Kompetensi A . .
memiliki grans design kebutuhan tenaga kerja
Program Perluasan dan Pengembangan Besaran Pencari Kerja Yang Lombok Utara 1 Kegiatan Penanganan TKAdi 3 Gili perlu meningkatkan kinerja
Kesempatan Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan fungsional pegawai pengawas ketenagakerjaa
Program Perluasan dan Pengembangan Besaran Pencari Kerja Yang 1 Kegiatan Penanganan TPPO perlu koordinasi terpadu dengan BP3TKI,

Kesempatan Kerja

Terdaftar Yang Ditempatkan

dan Dinsos untuk menanganinya
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1 2 3 4 5
Program Perluasan dan Pengembangan Besaran Pencari Kerja Yang Provinsi NTB oT Dalam rangka penyelesaian permasalahan PMI B di Luar
Kesempatan Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Negeri perlu dana untuk perjalanan keluar negeri yang belum
terakomodir dalam e renja 2020
Program Perluasan dan Pengembangan Besaran Pencari Kerja Yang Lombok Tengah 1 kegiatan Belum ada dukungan anggaran untuk mengisi BLKLN di BIL

Kesempatan Kerja

Terdaftar Yang Ditempatkan

termasuk tenaga pendidik dan kependidikan.

Perlu diatur dalam Pergub khusus untuk calon TKW yang
masih memiliki anak / balita dibawah 2 tahun agar tidak
diperkenankan berangkat bekerja di luarnegeri karena terkait
dengan pola asuh untuk mencegah stunting.
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BAB I1l. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk

menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, pemerintah melalui kementrian

ketenagakerjaan menetapkan 6 lokus program atau kebijakan yang meliputi :

1.

Penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2015-2019 mencapai 10 juta
melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan Kkerja.
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan lewat informasi pasar kerja dan penempatan
tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk perluasan
kesempatan kerja digulirkan melalui padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri
dan inkunasi bisnis.

Membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan program prlatihan kerja melalui Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas, sertifikasi, pemagangan dan program koordinasi

lintas sector pelatihan vokasi nasional.

. Perlindungan buruh migran Indonesia melaui program fasilitasi buruh migran sekaligus

bentuk perlindungannya.
Jaminan sosial untuk tenaga kerja melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial yang

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

. Pengawasan Ketenagakerjaan dengan menyasar perusahaan yang menggunakan bahan

berbahaya dan sector konstruksi.
Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan

penekanan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja.

Sedangkan pada bidang ketransmigrasian, focus pemerintah pada penempatan

transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan desa

mandiri.
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3.2.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi referensi dalam pembangunan sector
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi NTB melalui Program/Kegiatan

unggulan untuk mewujudkan Visi/Misi pemerintah Provinsi NTB 2019-2023.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 — 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah
Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG “.

Visi pembangunan tersebut terletak pada kata kunci, yaitu GEMILANG, merupakan
singkatan dari Growth, Enviroment, Manpower, Industrialization, Law Enforcement,
Administration Reform, Networking dan Governance.

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan
6 [ enam ] misi yaitu :

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan
pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;

5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang
beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan;

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
urusan pilihan dan urusan wajib non pelayanan dasar, dengan misi-misi Pemerintah
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Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat mendukung pelaksanaan 1 misi yaitu :

Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar
ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
tersebut, terutama urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan; Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1. Tujuan :

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas melalui peningkatan
investasi, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan produktivitas.

Dengan demikian maka program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
ditujukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pembangunan
jangka menengah Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yaitu Pertumbuhan Ekonomi
Tanpa Pertambangan Bijih Logam.

4.2. Sasaran :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator persentase
pengangguran terbuka.

Angka penurunan atau peningkatan pengangguran terbuka dapat diketahui melalui
perbandingan : Jumlah Pengangguran Terbuka dibanding dengan Jumlah
Angkatan Kerja dikali 100 %.

2. Menurunnya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat, dengan indikator gini
rasio

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan dan total kebutuhan
dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta penjelasan jika
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rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
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Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
Program/Kegiatan 2021
Lokasi Target Pagu Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Capaian Indikatif Capaian
Kinerja Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan % 100% 3.028.936.948 100% 3.192.333.997
Perkantoran Administrasi Perkanoran
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang Keluar Provinsi NTB 1500 surat 2.000.000 DBH 1500 surat 2.100.000
(Induk)
Jumlah Surat Yang Keluar Provinsi NTB 300 surat 2.499.900 DBH 300 surat 2.499.900
(BLK)
Jumlah Surat Yang Keluar Provinsi NTB 500 surat 1.350.000 DBH 500 surat 1.350.000
(BPKPL)
Jumlah Surat Yang Keluar Pulau Sumbawa 192 surat 2.875.000 DBH 192 surat 3.875.000
(BPKPS)
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Jenis (Induk) Provinsi NTB 4 jenis 300.000.000 DBH 4 jenis 316.500.000
sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis (BLK) Provinsi NTB 6 jenis 111.000.000 DBH 6 jenis 120.000.000
Jumlah Jenis (BPKPL) Provinsi NTB 3 jenis 36.000.000 DBH 3 jenis 37.500.000
Jumlah Jenis (BPKPS) Pulau Sumbawa 3 jenis 25.000.000 DBH 3 jenis 25.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Jenis (BPKPL) Provinsi NTB 6jenis 18.000.000 DBH 6jenis 21.000.000
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Unit (Induk) Provinsi NTB 21 Unit 30.000.000 DBH 21 Unit 31.500.000
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit (BLK) Provinsi NTB 10 Unit 70.893.550 DBH 10 Unit 83.000.000
Jumlah Unit (BPKPS) Pulau Sumbawa 6 Unit 48.676.000 DBH 6 Unit 48.676.000
Penyediaan jasa administrasi Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 80rang 80.000.000 DBH 80rang 84.000.000
keuangan
Jumlah Orang (BLK) Provinsi NTB 4 Orang 62.876.000 DBH 4 Orang 62.876.000
Jumlah Orang (BPKPL) Provinsi NTB 3 Orang 32.138.000 DBH 3 Orang 32.138.000
Jumlah Orang (BPKPS) Pulau Sumbawa 2 Orang 19.739.500 DBH 2 Orang 19.739.500
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2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 22 orang 550.000.000 DBH 22 orang 583.534.800
Jumlah Orang (BLK) Provinsi NTB 13 orang 335.051.158 DBH 13 orang 349.651.159
Jumlah Orang (BPKPL) Provinsi NTB 4 orang 101.111.280 DBH 4 orang 101.111.280
Jumlah Orang (BPKPS) Pulau Sumbawa 3 orang 99.822.800 DBH 3 orang 100.822.800
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis (Induk) Provinsi NTB 60 jenis 20.000.000 DBH 60 jenis 21.000.000
Jumlah Jenis (BLK) Provinsi NTB 30 jenis 9.999.990 DBH 30 jenis 9.999.990
Jumlah Jenis (BPKPL) Provinsi NTB 20 Jenis 8.000.000 DBH 20 Jenis 11.250.000
Jumlah Jenis (BPKPS) Pulau Sumbawa 36 Jenis 9.065.538 DBH 36 Jenis 11.147.152
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis (Induk) Provinsi NTB 14 Eksemplar 20.000.000 DBH 14 eksemplar 21.000.000
penggandaan
Jumlah jens (BLK) Provinsi NTB 10 Eksemplar 8.034.000 DBH 10 Eksemplar 8.034.000
Jumlah Jenis (BPKPL) Provinsi NTB 2 Eksemplar 6.000.000 DBH 2 Eksemplar 7.000.000
Jumlah Jenis (BPKPS) Pulau Sumbawa 5 Eksemplar 8.125.000 DBH 5 Eksemplar 8.125.000
Penyediaan komponen instalasi Jumlah jenis (Induk) Provinsi NTB 22 jenis 10.000.000 DBH 22 jenis 10.500.000
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah Jenis (BLK) Provinsi NTB 50 Jenis 11.000.025 DBH 50 Jenis 12.000.000
Jumlah jenis BPKPL) Provinsi NTB 10 Jenis 1.500.000 DBH 10 Jenis 1.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah eksempelar (Induk) Provinsi NTB 13 Eksemplar 25.000.000 DBH 13 Eksemplar 26.250.000
peraturan perundang-undangan
Jumlah eksempelar (BLK) Provinsi NTB 12 Eksemplar 6.000.000 DBH 12 Eksemplar 7.200.000
Jumlah eksempelar (BPKPL) Provinsi NTB 12 Eksemplar 1.440.000 DBH 12 Eksemplar 1.440.000
Jumlah eksempelar (BPKPS) Pulau Sumbawa 1 Eksemplar 2.447.000 DBH 1 Eksemplar 2.447.000
Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 315 orang 30.000.000 DBH 315 orang 31.500.000
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2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 450 orang 25.000.000 DBH 450 orang 25.000.000
Jumlah Orang BPKPL Provinsi NTB 30 orang 6.000.000 DBH 30 orang 6.000.000
Jumlah Orang (BPKPS) Pulau Sumbawa 400 orang 10.000.000 DBH 400 orang 10.000.000
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat | Jumlah Orang Trip (Induk) Provinsi NTB 200T 197.468.579 DBH 20 0T 272.329.931
dan Daerah
Jumlah Orang Trip (BLK) Provinsi NTB 50T 69.999.993 DBH 50T 49.000.000
Jumlah Orang Trip (BPKPL) Provinsi NTB 40T 45.000.000 DBH 40T 52.500.000
Jumlah Orang Trip (BPKPS) Pulau Sumbawa 70T 45.279.425 DBH 70T 59.279.425
Penyediaan jasa administrasi dan teknis Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 3 Orang 125.000.000 DBH 3 Orang 131.250.000
perkantoran
Penyelarasan Program Pemerintah Jumlah Orang Trip (Induk) Provinsi NTB 200T 233.135.070 DBH 20 0T 177.297.920
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang Trip (BLK) Provinsi NTB 20 0T 36.000.000 DBH 20 0T 38.000.000
Jumlah Orang Trip (BPKPL) Provinsi NTB 25 0T 30.000.000 DBH 25 0T 45.000.000
Jumlah Orang Trip (BPKPS) Pulau Sumbawa 13 OT 52.106.500 DBH 13 OT 61.106.500
Penyediaan Jasa keamanan Kantor Jumlah Orang (BPKPL) Provinsi NTB 2 Orang 48.302.640 DBH 2 Orang 48.302.640
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Provinsi NTB 100 % 641.526.000 DBH 100 % 757.362.796
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Provinsi NTB 1Unit 0 DBH 1Unit 0
Dinas/Operasional Dinas/Operasional (Induk)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Unit perlatan dan Provinsi NTB 1 Unit 142.088.562 DBH 1 Unit 185.966.150
Kantor perlengkapan kantor (Induk)
Jumlah Jenis perlatan dan Provinsi NTB 1 Jenis 0 DBH 1 Jenis 50.000.000
perlengkapan kantor (BLK)
Jumlah Jenis perlatan dan Pulau Sumbawa 3 Jenis 4.056.000 DBH 3 Jenis 4.056.000
perlengkapan kantor
(BPKPS)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Gedung Yang Provinsi NTB 2 Gedung 75.000.000 DBH 2 Gedung 82.500.000
kantor Dipelihara (Induk)
Jumlah Gedung (BLK) Provinsi NTB 1 Gedung 40.381.438 DBH 1 Gedung 53.000.001
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2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Gedung (BPKPS) Pulau Sumbawa 1 Gedung 0 DBH 1 Gedung 15.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Unit (Induk) Provinsi NTB 21 Unit 150.000.000 DBH 21 Unit 165.000.000
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Jenis (Induk) Provinsi NTB 21 Jenis 55.000.000 DBH 21 Jenis 60.500.000
dan perlengkapan kantor
Jumlah Jenis (BLK) Provinsi NTB 32 Jenis 45.000.000 DBH 32 Jenis 86.340.645
Jumlah Jenis (BPKPL) Provinsi NTB 5 Jenis 45.000.000 DBH 5 Jenis 45.000.000
Jumlah Jenis (BPKPS) Pulau Sumbawa 4 jenis 10.000.000 DBH 4 jenis 10.000.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung | Jumlah Gedung (Induk) Provinsi NTB 1 Gedung 0 DBH 0 0
kantor
Jumlah Gedung (BLK) Provinsi NTB 8 Gedung 75.000.000 DBH 8 Gedung 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber | Meningkatnya Kapasitas 100 % 169.973.000 DBH 100 % 180.962.994
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Orang Yang Dibina Provinsi NTB 3 Orang 103.008.000 DBH 3 Orang 112.869.126
(Induk)
Jumlah Orang Yang Dibina Provinsi NTB 5 Orang 5.665.000 DBH 5 Orang 6.031.290
(BLK)
Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 2 Orang 61.300.000 DBH 2 Orang 62.062.578
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya 100 % 415.478.002 DBH 100 % 442.342.051
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem
Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan | Jumlah Jenis Laporan (Induk) Provinsi NTB 3 Jenis 40.478.002 DBH 3 Jenis 44.775.802
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Jenis Laporan Pulau Sumbawa 1lap 7.722.000 DBH 1lap 7.722.000
(BPKPS)
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah Jenis Laporan (Induk) Provinsi NTB 0 20.000.000 DBH 0 21.250.000
tahun
Jumlah Jenis Laporan (BLK) Provinsi NTB 5 Jenis 9.000.000 DBH 5 Jenis 10.500.000
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2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Jenis Laporan Pulau Sumbawa 1 Jenis 3.936.700 DBH 1 Jenis 3.936.700
(BPKPS)
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Jenis Rencana Kerja Provinsi NTB 4Jenis 70.000.000 DBH 4Jenis 77.000.000
(Induk)
Jumlah Jenis Rencana Kerja Pulau Sumbawa 10 Jenis 27.828.210 DBH 10 Jenis 28.709.450
(BLK)
Jumlah Jenis Laporan Provinsi NTB 1 Laporan 8.000.000 DBH 1 Laporan 9.000.000
(BPKPL)
Jumlah Jenis Laporan Pulau Sumbawa 1 Laporan 11.013.096 DBH 1 Laporan 13.631.853
(BPKPS)
Penyebaran Informasi Pembangunan Jumlah Jenis Media KIE Provinsi NTB 6 Jenis 217.499.994 DBH 6 Jenis 225.816.246
Daerah (Induk)
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas 100 % 89.548.272 DBH 100 % 95.338.308
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan Manajemen Aset /Milik Jumlah Jenis Laporan (Induk) Provinsi NTB 1 Jenis 33.774.144 DBH 1 Jenis 36.669.156
Daerah
Jumlah Jenis Laporan (BLK) Provinsi NTB 1 Jenis 22.387.068 DBH 1 Jenis 23.834.580
Jumlah Laporan (BPKPL) Provinsi NTB 1 Laporan 11.374.992 DBH 1 Laporan 11.599.992
Jumlah Laporan (BPKPS) Pulau Sumbawa 1 Laporan 22.012.068 DBH 1 Laporan 23.234.580
Program Peningkatan Perencanaan dan | Meningkatnya Perencanaan 100 % 812.585.814 DBH 100 % 823.098.000
Pelaporan dan Pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Orang Trip (Induk) Provinsi NTB 220T 75.000.000 DBH 220T 93.139.684
Penyusunan Perencanaan Jumlah Orang Provinsi NTB 50 Orang 125.000.000 DBH 50 Orang 126.875.000
Program/Kegiatan
Pengendalian Ketenagakerjaan dan Jumlah Orang Trip Provinsi NTB 70 OT 125.000.000 DBH 70 0T 126.198.715
Transmigrasi
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Buku PTKD Provinsi NTB 25 Eksemplar 137.585.814 DBH 25 Eksemplar 138.649.601
Daerah
Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan | Jumlah Buku Data Provinsi NTB 40 Eksemplar 50.000.000 DBH 40 Eksemplar 50.750.000
Penyusunan buku data perkembangan Jumlah Buku Data Provinsi NTB 50 Eksemplar 50.000.000 DBH 50 Eksemplar 49.735.000
dan kesejahteraan transmigran di UPT
Bina
Musyawarah Rencana Pembangunan Jumlah Peserta Provinsi NTB 80 Orang 125.000.000 DBH 80 Orang 110.875.000

Ketenagakerjaan di NTB (Rembug
Ketenagakerjaa)
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2 3 4 5 6 7 8 9

Pengukuran Indeks Pembangunan Jumlah Laporan IPK Provinsi NTB 50 Eksemplar 125.000.000 DBH 50 Eksemplar 126.875.000

Ketenagakerjaan (IPK)

Program Penempatan dan Cakupan Penempatan 75% 166.073.677 0 75% 176.811.698

Pengembangan Wilayah Transmigrasi Transmigran

Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi Jumlah Dokumen KSB, dan Bima 1 Dok 61.073.677 PAD 1 Dok 56.811.698

SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan

Kawasan Hutan (IPPKH)

Penyuluhan dan Seleksi Calon Jumlah KK Provinsi NTB 80 KK 0 PAD 80 KK 0

Transmigrasi (Catrans)

Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD) | Jumlah Dokumen Luar NTB 1 Dok 60.000.000 PAD 1 Dok 70.000.000

Bimtek Kewirausahaan Jumlah Transmigran Yang KSB, dan Bima 60 Orang 22.500.000 PAD 60 Orang 25.000.000
Dibimtek

Bimtek pengolahan hasil pertanian Jumlah Transmigran Yang KSB, dan Bima 30 Orang 22.500.000 PAD 30 Orang 25.000.000
Dibimtek

Pengembangan dan Pemberdayaan Jumlah Transmigran Yang KSB, dan Bima 60 Orang 0 PAD 60 Orang 0

Masyarakat Transmigran di UPT Bina diberdayakan di UPT Bina

Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga Kerja Yang 85 % 914.723.234 0 85% 973.867.601

Produktivitas Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Kompetensi

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah LPK yang Se- NTB 45 Lembaga 175.000.000 PAD 45 Lembaga 71.999.999

(KA-LPK) terakreditasi (Induk)

Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Jumlah lembaga yang Se-NTB 1 Lembaga 40.000.000 PAD 1 Lembaga 45.000.000
diberdayakan (Induk)

Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Jumlah Orang (Induk) Se-NTB 30 Orang 139.987.320 PAD 30 Orang 200.000.000

Kerja ke Luar Negeri

Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan Jumlah Orang (Induk) Se-NTB 100 Orang 40.000.000 PAD 100 Orang 66.466.900

Luar Negeri

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Jumlah Dokumen Hasil Se-NTB 1Dok 32.000.000 PAD 1Dok 32.000.000
Identifikasi (Induk)

Sosialisasi Asean Skill Competition Jumlah Orang (Induk) Se-NTB 100 Orang 30.374.314 PAD 100 Orang 71.466.902

(ASC)

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Jumlah Unit (BLK) Provinsi NTB 50 Unit 227.361.600 DBHCHT 50 Unit 230.933.800

Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah Orang yang dilatih Se-NTB 2 Orang 200.000.000 PAD 2 Orang 220.000.000

Bagi Pencari Kerja berbasis kompetensi (BLK)

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Jumlah Oang Trip (BLK) Se-NTB 50T 30.000.000 PAD 50T 36.000.000

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
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2 3 4 5 6 7 8 9
Program Perlindungan dan Besaran Sengketa 70% 269.077.950 0 70% 286.476.080
Pengembangan Lembaga Pengusaha-Pekerja
Ketenagakerjaan
Pengembangan Kelembagaan Jumlah Lembaga Tripartit Se-NTB 10 Lembaga 35.000.000 PAD 10 Lembaga 36.000.000
Peningkatan Efektivitas Lembaga (Induk)
Kerjasama (LKS) Tripartit
Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Jumlah Orang (Induk) Provinsi NTB 200 orang 55.000.000 PAD 200 orang 60.000.000
Peringatan Hari Buruh Internasional
Pengembangan Sistem Pengupahan Jumlah Dokumen UMP/UMK Se-NTB 10 Kab/Kota 65.000.000 PAD 10 Kab/Kota 69.000.000
Daerah (Induk)
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jumlah Perusahaan Yang Se-NTB 10Perusahaan 56.999.950 PAD 10Perusahaan 59.199.980
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Dibina (Induk)
Perusahaan
Pengembangan Lingkungan Sosial dan Jumlah Orang (BPKPL) Pulau Lombok 4 Orang 30.000.000 DBHCHT 4 Orang 30.000.000
Pengujian Kesehatan Kerja
Pengembangan Lingkungan Sosial dan Jumlah Orang (BPKPS) Pulau Sumbawa 100 Orang 27.078.000 DBHCHT 100 Orang 32.276.100
Pengujian Kesehatan Kerja
Program Pengawasan Ketenagakerjaan Besaran Pemeriksaan 95 % 447.426.735 0 95 % 2.383.105.325
Perusahaan
PAD
Advokasi Peningkatan Pemahaman Jumlah Perusahaan (Induk) Se-NTB 25 Perusahaan 35.000.000 PAD 25 Perusahaan 180.386.066
Peraturan Perundang-undangan Norma
K3
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan | Jumlah Perusahaan (Induk) Se-NTB 25 Perusahaan 35.823.735 PAD 25 Perusahaan 189.925.755
Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan | Jumlah Perusahaan (Induk) Se-NTB 20 Perusahaan 45.000.000 PAD 20 Perusahaan 231.416.066
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan | Jumlah Orang Trip (Induk) Luar NTB 40T 55.000.000 PAD 40T 58.065.593
Tempat Penampungan CPMI
Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan Dokumen Hasil Pemetaan Se-NTB 1 Dok 0 PAD 1 Dok 3.573.944
Kasus (Induk)
Temu Teknis Konsultasi Penegakan Jumlah Perusahaan (Induk) Se-NTB 25Perusahaan 0 PAD 25Perusahaan 0
Hukum
Pendataan Obyek Keselamatan dan Jumlah Perusahaan (BPKPL) Se-NTB 22Perusahaan 35.000.000 PAD 22Perusahaan 35.000.000
Kesehatan Kerja di Perusahaan
Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Jumlah Perusahaan (BPKPL) Se-NTB 22 Perusahaan 35.000.000 PAD 22 Perusahaan 35.000.000

Kerja di Perusahaan
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Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Jumlah Kasus (BPKPL) Se-NTB 20 Kasus 30.000.000 PAD 20 Kasus 31.000.000
Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Jumlah Orang Trip (BPKPL) Luar NTB 30T 15.000.000 PAD 30T 30.000.000
Penampungan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Orang Trip (BPKPL) Pulau Lombok 200T 24.000.000 PAD 2007 24.545.610
Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Perusahaan (BPKPS) Pulau Sumbawa 20 Perusahaan 27.000.000 PAD 20 Perusahaan 27.000.000
Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Perusahaan (BPKPS) Pulau Sumbawa 20 Perusahaan 25.300.000 PAD 20 Perusahaan 25.300.000
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(k3)
Pengawasan dan pengujian sarana Jumlah Perusahaan (BPKPS) Pulau Sumbawa 20 Perusahaan 15.544.200 PAD 20 Perusahaan 15.544.200
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di
perusahaan pulau sumbawa
Pengawasan pelaksanaan norma kerja di Jumlah Perusahaan (BPKPS) Pulau Sumbawa 20 Perusahaaan 15.144.200 PAD 20 Perusahaaan 15.144.200
perusahaan pulau sumbawa
Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan | Jumlah Kasus (BPKPS) Pulau Sumbawa 1 Kasus 19.216.300 PAD 1 Kasus 19.216.300
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Orang Trip (BPKPS) Se NTB 10T 35.398.300 PAD 10T 35.398.300
Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Program Perluasan dan Pengembangan Besaran Pencari Kerja Yang 90 % 1.676.435.600 0 90 % 1.784.830.845
Kesempatan Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
Penanganan Pekerja Migran Indonesia Jumlah Orang Se NTB 2700 orang 542.743.400 PAD 2700 orang 542.743.400
Bermasalah
Layanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Orang Se NTB 2400 orang 251.307.200 PAD 2400 orang 349.702.445
Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing Jumlah Orang Se NTB 300 Orang 50.000.000 PAD 300 Orang 60.000.000
Padat Karya Produktif Jumlah Orang Se NTB 74 Orang 162.000.000 DBHCHT 74 Orang 162.000.000
Informasi Pasar Kerja (Job Fair) Jumlah Orang Se NTB 40000rang 153.000.000 DBHCHT 40000rang 153.000.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Jumlah Orang Se NTB 200 Orang 230.385.000 DBHCHT 200 Orang 230.385.000
Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Jumlah Orang Se NTB 30 Orang 50.000.000 PAD 30 Orang 50.000.000
Daerah dan Antar Kerja Antar Negara
Padat Karya Infrastruktur Jumlah Orang Se NTB 74 Orang 162.000.000 PAD 74 Orang 162.000.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Jumlah Orang Se NTB 45 Orang 75.000.000 PAD 45 Orang 75.000.000
(TKM) Ex. TKI Purna
Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Jumlah Calon PMI yang Se NTB 0 0 0 0 0

(BLKLN)

dilatih
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BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
urusan pilihan dan urusan wajib non pelayanan dasar, dengan misi-misi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat mendukung pelaksanaan 2 misi yaitu :

1. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan; untuk urusan pilihan ketransmigrasian

2. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi  kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar
ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
tersebut, terutama urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan; Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas melalui peningkatan
investasi, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan produktivitas.

Dengan demikian maka program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
ditujukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pembangunan jangka
menengah Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Tanpa
Pertambangan Bijih Logam.

Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator persentase tingkat
pengangguran terbuka.

Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTB ditargetkan sebesar
sebesar 3,26%. Untuk mencapai target TPT tahun 2020 tersebut, Program/kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah sebagai
berikut :
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1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator
kinerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
dengan kegiatan sebagai berikut :

a.

Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) dengan indikator
kegiatan berupa jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi, focus
kegiatan ini adalah lembaga — lembaga yang ada di kabupaten kota yang belum
terakreditasi

Pemberdayaan Lembaga Pelatihan dengan indikator kegiatan berupa Jumlah
lembaga yang diberdayakan fokus kegiatan ini Pemberdayaan Lembaga Pelatihan
Kerja pemerintah dan swasta untuk melihat secara langsung kondisi Real lembaga
pelatihan kerja dan memberikan bimbingan tata kelola lembaga.

Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri dengan indikator
berupa Jumlah Orang yang telah dinyatakan lulus mengikuti semua tahapan
tes/seleksi. Pelatihan tahap 1 dilaksanakan selama 72 hari dan selama pelatihan
tersebut diadakan evaluasi sebanyak 3 kali, sebelum mengikuti pelatihan tahap 2
selama 2 bulan di Lembang Bandung.

Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri dengan indikator jumlah orang
yang mengikuti seleksi pemagangan, kegiatan ini dilaksanakan melalui proses
yang sanga selektif, disiplin dan dilaksanakan langsung oleh Tim Penguji dari
Direktorat Pemagangan Ditjen Binalattas dan dari IM Jepang sendiri untuk
memilih calon —calon angkatan kerja yang memenuhi syarat untuk mengikuti
program magang ke jepang.

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dengan indikator kegiatan jumlah dokumen hasil
identifikasi. Fokus kegiatan ini identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan
minat kebutuhan masyarakat, potensi daerah dan peluang kerja atau peluang usaha
yang ada didaerah, Hasil dari identifikasi pelatihan adalah jenis pelatihan yang
ditetapkan untuk diberikan kepada masyarakat.

Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC) dengan indikator kegiatan jumlah
orang lulusan sekolah — sekolah kejuruan dan LLK se Provinsi NTB untuk
mengikuti lomba (Asean Skill Competition ) ASC tingkat Daerah dengan 5
kejuruanmata lomba yaitu : Fashion Teknologi, Cooking, Restoran Service,
Instalasi listrik,dan Welding.

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dengan
indikator kegiatan ini jumlah unit pengadaan peralatan pendidikan dan
keterampilan berbagai kejuruan yang ada di BLK Mataram.
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h. Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja indikator kegiatan ini

jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di
BLK dan LLLK seluruhKabupaten / Kota.

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
indikator kegiatan ini adalah Jumlah Orang Trip fokus kegiatan ini adalah
terlaksananya monitoring dan evaluasi peserta pelatihan alumni siswa pelatihan
kerja yang sedang magang di perusahaan dan instansi pemerintah

2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan indikator Besaran
Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah indikator kegiatan ini adalah

C.

jumlah orang tenaga kerja Indonesia Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan
terhadap PMI melalui LTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BNP2PMI, BP3PMI, Kepolisian,
Dinas Sosial dan perusahaan angkutan darat untuk pemulangan PMI Deportasi,
baik yang dipulangkan dari Malaysia maupun Timur Tengah.

Layanan Terpadu Satu Pintu [LTSP] yang memfasilitasi keberangkatan Pekerja

Migran Indonesia ke berbagai negara tujuan, Layanan Terpadu Satu Pintu [LTSP]
yang bersifat lintas sektor dan multi stakeholder. Lembaga tersebut bertugas
melayani dan menangani perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, terutama
tenaga kerja ke luar daerah dan ke luar negeri. Instansi yang terlibat dalam Layanan
Terpadu Satu Pintu, antara lain : Disnakertrans, BP3TKI, Imigrasi, Sarkes,
Asuransi, BRI, Dishub, Diskominfotik, Maskapai Penerbangan dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama.

Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing indikator kegiatan ini adalah jumlah
orang TKA yang mengesahkan perpanjangan Rencana Penggunan Tenaga kerja
asing (RPTA)dan pelayanan pengesahan perpanjangan izin menggunakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)

Padat Karya Produktif kegiatan ini adalah jumlah orang yang diberdayakan melalu
padat karya produktif.

Informasi Pasar Kerja (Job Fair) indikator kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja
yang mengikuti job fair dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan setelah job fair
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Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memfasilitasi
pertemuan antara pencari kerja [supply side] dan perusahaan [demand side]
melalui Job Fair, memberikan sumbangsih yang nyata pula pada penurunan angka
pengangguran.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri indikator kegiatan ini adalah jumlah orang
yang mengikuti kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri yang di berikan
pelatihan dan pengetahuan sehingga mampu untuk berwirausaha baru.

Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara
indikator kegiatan ini adalah jumlah orang yang akan di kirim antar daerah atau
pun atar Negara dan bekerja sama dengan PPTKIS.

h. Padat Karya Infrastruktur

Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Ex. TKI Purna

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan
indikator Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja dengan kegiatan sebagai berikut :

a.

Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS)
Tripartit

Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional
Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan
Pengembangan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja (Balai
Pengawasan Pulau Lombok)

Pengembangan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja (Balai
Pengawasan Pulau Sumbawa)

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator Besaran Pemeriksaan
Perusahaandengan kegiatan sebagi berikut :

a.
b.

C.

Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Norma K3
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CPMI

Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan

Temu Teknis Konsultasi Penegakan Hukum

Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (BPKPL)
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Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan (BPKPL)

Penanganan Kasus Ketenagakerjaan (BPKPL)

Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan (BPKPL)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan
(BPKPL)

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
(BPKPS)

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) (BPKPS)

Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di
perusahaan pulau sumbawa (BPKPS)

Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau Sumbawa (BPKPS)
Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan (BPKPS)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan
(BPKPS)

Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan indikator
Cakupan Penempatan Transmigrandengan kegiatan sebagai berikut :

a.

o 00 o

Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan
Kawasan Hutan (IPPKH)

Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)

Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

Bimtek Kewirausahaan

Bimtek pengolahan hasil pertanian

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina

Pagu anggaran tahun 2020 didanai dari APBD Provinsi NTB dengan sumber anggaran
berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi serta
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBH-CHT).
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BAB V. PENUTUP

Renja OPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan
arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 lingkup Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan
yang efektif dan efisien sebagaimana Renja tersebut, diharapkan dukungan dan partisipasi
yang optimal dari para pihak dalam pelaksanaannya.

Kami berharap, semoga Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun
2020 ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders, sehingga tujuan
pembangunan daerah pada Tahun 2020 khususnya urusan ketenagakerjaan dan
keteransmigrasian dapat terwujud. Akhirnya, kami ucapkan terimak

asih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Alla SWT.
meridhoi segala upaya kita bagi NTB yang kita cintai dan banggakan. Amin.

Mataram, April 2019
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Drs. M. Agus Patria, SH.MH
NIP. 19610801 198710 1002
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